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ABSTRAK

¢’

Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Karimun

Dodi Rinaldi
dodirinaldi.ut.S2@Gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengawasan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun terhadap pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta

mengetahui permasalahan yang dihadapi. Jenis penelitian menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui

wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data

dokumentasi dan arsip. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis

kualitatif.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun pada dasamya diupayakan untuk
meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum efektif sehingga target belum dapat

dicapai. Faktor — faktor yang meényebabkan pengawasan untuk mengoptimalkan

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum efektif
adalah a) Kekurangan petugas, b) Prosedur pengawasan belum jelas, ¢) Kesadaran

wajib pajak masih kurang, d) Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan kurang intensif.

Agar target yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran dapat dicapai
adalah dengan penyempurnaan sistem kerja (SOP) Bidang Pengawasan,
menambah personil, memberikan reward atau punishment serta peningkatan

upaya sosialisasi.

Kata kunci : Peranan Pengawasan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan
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ABSTRACT

Oversight Role in Optimizing L.ocal Tax Revenue
in Karimun

Dodi Rinaldi
dodirinaldi.ut.S2@Gmail.com

Graduate program
open University

This study aims to determine the role of supervision of the Department of
Revenue Karimun against property tax in rurél and urban areas in order to
optimize revenue and to find out the problems faced. This type of research uses
qualitative method with descriptive approach. Data collection through interviews.
While secondary data in this study were obtained from the data documentation
and archives. Data collection procedures used were interviews and documentation.
Data analysis fechniquc used is qualitative analysis.

Implementation of surveillance activities conducted by the Department of
Revenue Karimun basically sought to increase state revenue, especially from land
and building tax sector Rural and Urban have not been effective so that the target
is not reached. Factors - factors that led oversight to optimize revenues and
Building Tax Rural and Urban yet effective a) Lack of personnel, b) monitoring
procedures unclear, ¢) Awareness taxpayer is still lacking, d) Socialization of the
Land and Building Tax Rural and Urban less intensive.

In order to set targets each fiscal year can be achieved is by improvement
work system (SOP) of Supervision, add personnel, reward or punishment, as well

as increased efforts to socialize.

Keywords: Position Control, Land and Building Tax Rural and Urban
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BAB 1V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi

Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung

Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km?® dengan luas

daratan 1.524 km? dan luas lautan 6.460 km? . Kabupaten Karimun terdiri dari

198 pulau dengan 67 diantarénya berpenghuni. Kabupaten Karimun memiliki

jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun berbatasan

dengan Kepulauan Meranti di sebelah barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di

selatan, Selat Malaka di sebelah utara dan kota Batam di sebelah timur.

Kabupaten Karimun dimulai dari sebuah kota kecil dengan nama

Tanjung Balai Karimun dan berstatus kecamatan dengan luas daerah 275 km’.

Tanjung Balai Karimun, dari sisi sejarah tidak dapat dipisahkan dari

kabupaten utama, yaitu Kepulavan Karimun. Berdasarkan Keputusan

Pemerintah Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah pada 18 Mei 1956

bergabung dengan Republik Indonesia dan Kepulavan Riau diberi status

otonomi daerah tingkat 11 yang mengendalikan empat kecamatan, adalah:

1. Kecamatan Tanjung Pinang terdiri atas Kelurahan Bintan Selatan (menjadi
Bintan Timur, Galang, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur
sekarang).

2. Kecamatan Karimun terdiri atas Kelurahan Karimun, Kundur dan Moro

3. Kecamatan Lingga terdiri atas Kelurahan Lingga, Singkep dan Senayang

63
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4, Kecamatan Pulau Tujuh terdiri atas Jemaja, Siantan, Midai, Serasan,
Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.
Dengan semangat Otonomi Daerah maka pada tanggal 12 Oktober
1999, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
Kecamatan Karimun bersama dengan Kecamatan Kundur dan Moro
digabungkan menjadi satu kabupaten dengan nama Kabupaten Karimun yang
posisinya sama sederajat dengan kabupaten lainnya di Indonesia.
a. VISI
Visi Kabupaten Karimun adalah Maju, Mandiri, Berbudaya yang
dilandasi Iman dan Taqwa pada tahun 2015. Maksud dan pengertian dari
masing-masing kata adalah sebagai berikut:
1. Maju
dimaksudkan mampu mensejajarkan diri dengan Kabupaten lainnya
dalam Provinsi Kepulaian Riau, tanggap terhadap segala perubahan dan
memiliki ketangguhan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan
teknologi
2. Mandiri
dimaksudkan mampu tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan *
segala potensi dan sumber daya daerah secara efektif dan efisien, serta
mampu menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar atas dasar
saling menguntungkan
3. Berbudaya
dimaksudkan mampu mempertahankan nilai budaya yang luhur sebagai

jati diri dan kepribadian bangsa ditengah-tengah arus perkembangan
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dan perubahan zaman yang sangat pesat dalam era globalisasi,
transparansi dan informatika.
b. MISI
Misi Kabupaten Karimun adalah Mengembangkan Sektor Industri,
Mengembangkan  Sektor Perdagangan, Mengembangkan  Sektor
Pariwisata, Mengembangkan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas, dan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia.

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerak Kabupaten Karimun
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan

Perda No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun

2012 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan

Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan D.aerah, antara lain :

a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi,
pengendalian di bidang Pendapatan Daerah.

b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang
Pendapatan Daerah.

c¢. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang
Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) orang
Kepala Seksi, 1 (satu) orang Kepala Cabang Dinas (UPTD) dan 51 (lima

puluh satu) orang pegawai dan tenaga honorer.
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C. Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
1. Tujuan
a. Meningkatkan penerimaan daerah.
b. Meningkatkan propesionalisme Sumber Daya Manusia.
c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak.

d. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak serta penegakan hukum.

@

. Meningkatkan kerjasama proaktif dengan instasi terkait dan pihak lain.
2. Sasaran
a. Tercapainya peningkatan PAD.
b. Tercapainya optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan dan
penerimaan lainnya.
¢. Terwujudnya keikutsertaan SDM pada pelatithan yang mendukung
upaya propesionalisme SDM yang ada..
d. Terwujudnya pelayanan dengan komﬁlain minimal atau nol.
e. Terwujudnya ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan Wajib Pajak.
f. Terwujudnya optimalisasi jumlah setoran Wajib Pajak.
g. Terwujudnya kesadaran hukum dan penegakan supermasi hukum.
h. Terwujudnya kerjasama antara instasi terkait dan pihak lainnya.
i. Terciptanya koordinasi dengan DPRD Karimun, Pemerintah Kabupaten
Karimun dan instasi terkait. Mengoptimalkan Penerimaan Daerah
melalui Pelaksanaan Tugas yang Prima, Pembangunan Masyarakat Taat

Pajak dan Penegakan Hukum serta Dukungan Instansi Terkait.
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3. Visi
Mengoptimalkan  penerimaan  daerah dan kualitas pembiayaan
pembangunan melalui pe].aksanaan tugas yang prima menuju Kabupaten
Karimun yang maju dan berdaya saing

4, Misi
1. Meningkatkan penerimaan daerah secafa optimal
2. Meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan
3. Mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar

sektor dan antar pihak

D. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
Secara umum orga'nisasi dapat diartikan sebagai system kerja sama
yang dijalankan setiap atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Dalam suvatu organisasi dalam penerapanya
menggunakan struktur organisasi yang secara umum dapat diartikan sebagai
suatu susunan sistematis yang menggambarkan aktivitas kerja sama tersebut.
Bentuk struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Karimun adalah organisasi garis dan staf, yang diartikan
agar terdapat kesatuan komando (perintah) dan pembagian tugas serta
tanggung jawab yang jelas. Sementara kedudukan staf di sini diharapkan bisa
memberikan bantuan kepada kepala dinas dalam membuat keputusan.
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
terdiri- dari :
1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris;
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Bidang Pendataan dan Penetapan;

Bidang Penagihan dan Pembukuan;

Bidang PBB & BPHTB;

Bidang Bagi Hasil Pendapétan BUMD & Lain-lain PAD Yang Sah;
UPTD.

Adapun tugas dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Karimun tersebut adalah sebagai berikut :

a)

b)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

kewenangan Pemerintah Daerah di antaranya : |

1. merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah
pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang pendapatan daerah;

2. melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di
bidang pendapatan daerah;

3. melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

4. melaksanakan pengelolaan UPTD;

5. melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan
oleh Bupati.

Sekretaris

Mempunyai tugas :

1. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;

2. Melaksanakan Pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan dinas;

3. Mengelola urusan rumah tangga diﬁas;
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4. Mengelola Keuangan Dinas;
5. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. Menyusun rencana kegiatan dinas;
7. Menyusun lapora;1 pelaksanaan kegiatan dinas;
Sekretaris terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Dipimpin seorang Kepala Sub Bagian dan 6 orang staf.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dipimpin seorang Kepala Sub Bagi'an dan 6 orang staf.

Masing-masing Sub Bagian tersebut dipimpin oleh Seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

¢. Bidang Pendataan dan Penetapan

Dipimpin seorang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi dan 14
orang staf.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi
pendataan dan pengolahan data, melakukan penetapan dan
pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak. Adapun uraian tugas
tersebut adalah :

1. menyusun rencana program kerja dan Kegiatan Bidang Pendataan
dan Penetapan;
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada seksi-seksi

yang dibawahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
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3. Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan melekat
terhadap kepala seksi dan staf yang dibawabhi;

4. Melakukan pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak daerah
serta melakukan perhitungan dan pemeriksaan pajak daerah;

5. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
pemungutan pajak daerah;

6. Melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan pendataan
dan penetapan;

7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang
pendataan dan penetapan;

8. Mempersiapkan sarana dan prasarana unttk menunjang
pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak daerah
serta pemeriksaan pajak daerah;

9. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit dan instansi
terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendapatan dan
penetapan pajak daerah; dan

10. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan.

Bidang Pendataan dan Penetai)an terdiri dari :
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
b. Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan.
c. Seksi Penetapan
d. Bidang Penagihan dan Pembukuan.
Dipimpin seorang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan

11 orang staf.
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Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
operasional pelaksanaan penagihan dan pembukuan, diantaranya :
1. Merencanakan program dan petunjuk teknis operasional penagihan
dan pembukuan;
2. Melaksanakan penagihan dan menertibkan pembukuan;
3. Melaksanakan penyusunan evaluasi penagihan dan pembukuan;
4. Melaksanakan pemeriksaan pendapatan dan tertib pembukuan
pendapatan;
5. Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang
pelaksanaan penagihan dan pembukuan pendapatan;
6. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan
instansi lain dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pembukuan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri-dari :
a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
b. Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian.
Bidang PBB dan BPHTB
Dipimpin seorang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 9
orang staf.
Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis
operasional pelaksanaan PBB dan BPHTB, diantaranya :
1. Menyiapkan petunjuk teknis proses perhitungan PBB dan BPHTB;
2. Melakukan pendataan PBB;

3. Menyiapkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB;
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4." Melakukan perhitungan penerimaan pendapatan dari PBB dan

BPHTB;

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam
mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB dan BPHTB,;

6. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang
pelaksanaan PBB dan BPHTB;

7. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh kepala
dinas.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :

a. Seksi PBB;

b. Seksi BPHTB.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan, BUMD dan Lain-lain PAD Yang Sah

Dipimpin seorang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 4
orang staf.

Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis
operasional pelaksanaan bagi hasil pendapatan, BUMD dan Lain-lain
PAD Yang Sah yang ﬁlenjadi hak daerah, diantaranya :

1. Menyiapkan rencana bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak;

2. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan bagi hasil
pendapatan pajak dan non pajak, BUMD serta Lain-lain PAD Yang
Sah;

3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan

bagi hasil pendapatan, BUMD serta Lain-lain PAD Yang Sah;
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4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam
rangka pelaksanaan tugas hasil pendapatan pajak dan non pajak,
BUMD serta Lain-lain PAD Yang Sah,

5. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan, BUMD dan Lain-lain PAD Yang Sah

terdiri dari :

a. Seksi Alokasi Dana Pusat dan Provinsi;

b. Seksi lain-lain PAD Yang Sah, BUMD dan Legalisasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Dinas
Pendapatan Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah
Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentun
berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karimun menggunakan garis lurus dimana adanya wewenang atasan
melakukan perintah langsung kepada bawahan yang tercermin sebagai
rantai perintah, serta diturunkannya kebawah melalui tingkatan
organisasi demi terciptanya tujuan dari organisasi. Para pegawai

menjalankan kebijakan yang diberikan kepala dinas.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Proses Pengawasan Pajak Eumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Karimun.
Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di

Kabupaten Karimun menggunakan system official assessment, dalam arti
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bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang
terletak pada aparatur pajak. Hal ini dikarenakan bahwa peranan fiskus
adalah sangat besar dalam proses pengawasan dalam pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan
diwilayah Kabupaten Karimun.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :
“Sistem pengawasan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang
dipakai adalah Official Assesment System atau
menyerahkan/mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya
utang pajak kepada Fiskus atau pemerintah yang berwenang melakukan
pemungutan pajak,dalam hal ini dilakukan oleh aparat dari Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) bekerjasama dengan Kantor Pelayanan
Pajak Tanjung Balai Karimun. Untuk menentukan besarnya pajak yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak®.
Kemudian beliau lebih lanjut menyampaikan terkait kewenangan
menetapkan besarnya utang pajak vaitu :
“Sistem ketetapan maksudnya adalah dengan menetapkan besarnya utang
pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dengan mendata terlebih
dahulu objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
. Sistem dan Prosedur Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan di Kabupaten Karimun

Dalam pelaksanaan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagai sebuah organisasi/kantor, Kabupaten
Karimun tidak terlepas dari sebuah system dan prosedur kerja dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Moenir (2006:108)
berpendapat bahwa :“Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat

penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang

perkantoran daripada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah




sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan,untuk digunakan dalam

langkah kegiatan.”

Adapun sistem yang digunakan dalam pengawasan untuk

memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah

Kabupaten Karimun belum menggunakan SISTEP (Sistem Tempat

Pembayaran), sehingga pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui petugas

Kecamatan maupun petugas Desa yang telah ditentukan, yang dapat di

uraikan sebagai berikut :

a.

Pembayaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk
melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

terhutang pada petugas Desa/aparat Desa.

. Penyetoran adalah tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut

untuk menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan.

Pelimpahan adalah kegiatan untuk mengalihkan uang hasil penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka
waktu tertentu dari tempat pembayaran ke Bank/Kantor Pos dan Giro
Persepsi dan dari Bank/kantor Pos dan Giro Persepsi ke bank/Kantor

pos dan Giro Operasional.

. Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank/kantor pos dan

giro Operasional untuk membagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan
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Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu tertentu untuk
keuntungan rekening masing-masing iqstansi yang berhak.

e. Tempat pembayaran adalah Bank dan atau Kantor Pos dan Giro yang
telah ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dari wajib pajak atau penyetoran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemungut untuk obyek
Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dalam wilayah tertentu.

f. Petugas pengawas adalah orang yang ditunjuk oleh Pembakal/Kepala
Desa untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak.

. Jumlah Petugas Pengawas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karimun

Petugas pengawasan pajak cukup terpenuhi untuk masing-masing
desa. Ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang ada. Petugas pengawas
dalam hal melakukan pengawasan dimungkinkan dapat melakukan
tugasnya secara optimal dalam pengawasan dapat berjalan lancar dan tepat
waktu. Namun ternyata dalam pelaksanaannya target realisasi pendapatan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tiap Desa di
Kabupaten Karimun tidak terpenuhi sesuai target yang diharapkan

sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut ini :
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Tabel 4.1
: TARGHTE 2 i

1 2092905510 1.642213.596) 1.619.746.540) 1.495.635.670 [.739.773484| 1.161414.702
2 1.289.020.2001  841.427.060( 1.137.102.855 |  645.754.974]  919.793.635| 623.642.987
3 795403.941|  646.572.876) 713252101  607.935.121)  659.507.265| 602.241.844
4 1.236.483.364|  838.117.729| 1.027.643.222] 676.846.207 900497.707) 648.295.671
3 201.229.256]  56.255.768] 159.744.562] 42650852  57.185475  59.163.488
b 15774873001  466.890.572{ 1256.552.695] 323.498.834] 520387342  338.769.0%
7 4123270  170.558.135]  470.868.691)  [43.178.012) 173.762.751)  163.370.792
8 443.929.965; 193.939.671) 398153212 142.604.363| 201.241.456 180.616.092
9 105.661 815  34.939.614] 72481255  36.613.080]  36454.151]  30.193352
10 |Ungar 100035492)  29.361.079) 48615573  17.122343)  35.300.395 §.376.122
11 |Moro 205.503.772)  269.118913|  303.923.049 175128777 290.874.216|  174.352.785
12 [Duri 58622.398] 20005771  S13S8784] 12612170 24274032 §.012.728

JUMLAH 8.720.406.283 | 5.209.460.784 | 7.259.442.539 | 4.319.580.412 | 5.559.056.309 | 3,998.650.257

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Aspek yang periu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan

pajak, kemampuan dan motivasi petugas pengawas pajak dalam hal
melakukan kegiatan pengawasan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur
yang ditetapkan di Kabupaten Karimun. Disini sangat diperlukan
pengawasan dan sanksi yang tegas atas tunggakan pajak terutang.
Selain itu dalam pengembangan indikator ini perlu ditingkatkan motivasi
serta pengetahuan dan kemampuan petugas pengawas pajak agar tugas
yang dibebankan mampu dilaksanakan dengan baik dan berhasil.
4. Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Terhadap
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang

dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-




tugas organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik baik
sesuai dengan rencana yan'g telah ditetapkan. Selain itu fungsi pengawasan
diarahkan pada upaya untuk meminimalkan terjadinya tingkat kesalahan
dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan yang berhubungan dangan terjadinya penyelewengan dalam
pemungutan pajak, penyimpangan baik pemborosan, pelanggaran,
hambatan dan kegagalan, diupayakan sedini mungkin dapat ditekan oleh
organisasi.

Salah satu fungsi manajemen ini dilakukan untuk mengendalikan
dan mengawasi seberapa jauh usaha-usaha yang dilakukan dengan
mengacu pada rencana, cara pelaksanaan kerja, tujuan dan sasaran yang
hendak dicapai, dan kebijakan yang telah ditentukan. Melalui fungsi ini
dapat diketahui secara dini kelemahan, kekurangan, pemborosan,
kebocoran dan penyelewengan yang mungkin terjadi, sehingga dapat
dicari cara dan upaya untuk mengatasinya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan
atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat
membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai
tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui
pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan
atau evaluasi mengenai sejachmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan




42&]$.pdf

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam
pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarmnya  menunjukkan
pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana
pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari
pihak yang lebih atas kepada pihak di baw.ahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan
terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses dalam
menetapkan ukuran Kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang
telah ditetapkan tersebut.

“Controlling is the process of measuring performance and taking
action to ensure desired results ”. Pengawasan adalah proses untuk
memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesvai dengan apa yang
telah direncanakan . “The process of ensuring that actual activities
conform the planned activities™.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat
dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Internal dan Eksternal
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang
bersangkutan.
Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara

pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control)
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atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal
pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah
yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan
Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.
Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Kevangan (BPK),
yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh
kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak
mengabaikan hasil Japoran pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu
terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.
Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK
untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan
yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itn
dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan
maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan
keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih
besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem

pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.
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Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika
dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang
kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang
dilakukan terhadap suvatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.
"Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran,
di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan
laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya
untuk mengetahui kemungkinan terja.dinya penyimpangan.

. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan  dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk
“pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang
melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap
surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran. “Di sisi lain, pengawasan berdasarkan
pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah
“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah seswai dengan
peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”.

Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil
mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah
“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip
ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang

serendah mungkin. Pengawasan kebenaran formil menurut hak
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(rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai
maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan
ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan
pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai
negeri.

Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan
pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara
dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Karimun mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun cukup
berjalan dengan baik, selain ditujukan pada aparat atau pegawai
pengelola Pajak Bumi dan Bangunan juga ditujukan terhadap wajib
pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak dan dalam
| pelaksanaannya kami berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak
| Tanjung Balai Karimun.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa
pelaksanaan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karimun dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dalam hal ini pemungutannya sudah berjalan dengan
semestinya.
Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pandangan masyarakat

terhadap keefektifan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan yang dilaksanakan para pegawai yang bertanggung

jawab didalamnya.
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Sehubungan dengan upaya pelaksanaan pengelolan Pajak Bumi
dan Banguan Perdesaan dan Perkotaaﬁ secara baik, efektif dan efisien
yang diar;clhkan pada peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan
Bangunan dalam rangka menutupi kebutuhan anggaran pemerintah,
dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun berupaya
untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dimana tujuan dari ruang lingkup pengawasan tidak hanya dititik
beratkan pada petugas atau pegawai pengelola Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tetapi juga ditujukan juga terhadap
wajib pajak serta bumi dan bangunan sebagai objek pajak.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun terhadap pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya
diupayakan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari
sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga
dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan diharapkan mampu men-ingkatkan pencapaian target yang
telah ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pengawasan langsung masih kurang dilakukan, bahkan belum
ada pengawasan yang dilakukan dalam pemungutan pajak. Petugas
pajak melakukan tugasnya saja tanpa ada pengawasan langsung. Ini

tentu saja dapat menimbulkan penyimpangan dalam pemungutan.
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Kurangnya  pengawasan ini —memungkinkan akan terjadi
penyalahgunaan tugas atau pun dari pihak wajib pajak sendiri.

Namun belum tcrselcnggarap)ia pengawasan langsung secara
optimal terhadap kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun disinyalir oleh
kesibukan dan kompleksnya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Pengawasan tidak
langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun adalah
berupa kegiatan pemeriksaan atau pengecekan kegiatan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan
oleh petugas pemungutan pajak melaiui laporan tertulis atau lisan.

Pengawasan ini diadakan atau dilakukan dengan mempelajari
atau melalui laporan-laporan yang diterima dari pelaksana/bawahan
baik berbentuk laporan lisan maupun tertulis. Kelemahan pengawasan
ini bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positf
saja. Dengan maksud untuk menyenangkan pimpinan, sehingga
pimpinan tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ia
akan mengambil kesimpulan yang salah. Kesimpulan ialah bahwa
pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya
tergantung pada laporan saja. Oleh karena itu pengawasan langsung dan
tidak langsung harus digabungkan dengan atau dalam melakukan fungsi

pengawasarn.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan
bahwa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memonitoring
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
antara lain pengawasan penerimaaﬁ pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan pada tempat pembayaran pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, rekonsiliasi data penerimaaan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, konfirmasi penerimaan

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pelaksanaan

pembayaran, pemindahbukuan.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun
a. Faktor Petugas Pengawas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan |
Spesifikasi Sumber Daya Manusia yang diperlukan antara lain
pegawai harus dapat melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib
pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas
pemenuhan kewajiban perpajakannya, melakukan bimbingan/himbauan
| mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan
kepada wajib pajak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dapat melakukan pendidikan
dan pelatihan mandiri dengan bekerja sama dengan KPP Pratama,
Kanwil Ditjen Pajak, Balai Diklat Keuangan, atau lembaga pendidikan

lainnya.
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b. Faktor Wajib Pajak

Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya penerimaan atau
tercapainya target penerimaan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak. Tidak hanya jenis pajak yang
dibayar sendiri oleh wajib pajak, jenis pajak yang dibayar berdasarkan
ketetapan seperti halnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan juga demikian.

Pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib
dilakukan agar supaya masyarakat sadar dan patuh akan kewajibannya
dalam membayar pajak secara sukarcla dan benar. Kontribusi pajak
dalam mendanai pengeluaran negara pada pajak bumi dan bangunan di
Kabupaten Karimun yang terus meningkat diperlukan adanya dukungan
dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak untuk
memenuhi kewajibannya secara jujﬁr dan bertanggung jawab. Maka
dengan adanya pengawasan yang efisien dapat menyadarkan
masyarakat untuk selalu patuh dan taat pada wajib pajak dalam
pembangunan daerah mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten
Karimun dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh merasa tidak nyaman
karena diawasi tetapi yang patuh dan disiplin membayar pajak ,
bahkan wajib pajak merasa senang karena selalu diingatkan dengan
adanya kewajiban untuk membayar pajak akhirnya wajib pajak

menyadari akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan
dacrah kedepannya.”
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Dari hasil wawancara di atas, maka masyarakat di Kabupaten
Karimun dalam membayar pajak perlu adanya pengawasan dari pihak
pemerintah daerah untuk menyadarkan masyarakat untuk selalu wajib
membayar pajak. Karena dengan pengawasan yang dilakukan Kabupaten
Karimun dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar wajib
pajak. Setiap orang sebagai anggota masyarakat khususnya di Kabupaten
Karimun wajib mengetahui segala hal dari permasalahan yang berhubungan
dengan pajak, baik itu berupa macam, jenis pajak dan cara pembayaran pajak
diwajibkan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik untuk membayar
pajak.

Pengawasan dilakukan agar supaya masyarakat yang ada di
Kabupaten Karimun merasa dibantu dan diingatkan agar tidak lupa untuk
membayar pajak. Karena dengan adanya pajak dapat meningkatkan
kesejahteraan pada semua masyarakat khususnya di Kabupaten Karimun.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak maka semakin
maju pula masyarakat dan pemerintahannya. Wajib pajak digalakkan untuk
melaksanakan kewajiban bersama-sama untuk pembiayaan negara dan
pembangunan di masa mendatang. Untuk lebih memberikan keadilan dalam
perpajakan di antara keseimbangan hak untuk negara dan hak untuk warga
negara membayar pajak. |

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam proses pengawasan

dikemukakan sebagai berikut :
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1. Identifikasi penyimpangan
Identifikasi penyimpangan yaitu upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan
yang tidak seharusnya dilakukan.

2. Membandingkan standar d_cngan kenyataan
Segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran-ukuran
(standar) sesuai dengan rencana.

3. Penilaian Prestasi
Setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar
dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai

4. Analisa penyebab
Setelah mengetahul penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai
penyebab hal itu terjadi

5. Tindakan koreksi
Tindakan Koreksi deprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan
prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Hal-hal berikut ini ditengarai berpengaruh besar terhadap penerimaan
pajak bumi .dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak.
Kecenderungan masyarakat kita pada umumnya adalah menekan
seminimal mungkin pengeluaran (cost) termasuk didalamnya pengeluaran
untuk membayar pajak, sehingga seringkali masyarakat baru akan

membayar pajak ketika sudah ditagih atau ketika kewajiban perpajakan

tersebut dikaitkan dengan layanan pemerintahan.
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2. Masyarakat belum memahami fungsi pajak.
Hal ini menjadi faktor penghambat tersendiri sehingga mereka enggan
untuk memenuhi kewajibannya. Keengganan ini lebih disebabkan oleh
karena masyarakat belum mengerti benar mengenai pentingnya fungsi
pajak, terlebih lagi apabila masyarakat tidak atau belum merasakan secara
langsung hasil dari pajak yang mereka bayar. Ketimpangan pembangunan
yang dirasakan oleh masyarakat dipelosok negeri menjadikan resistensi
tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Kekelirnan dalam dokumen penetapan.
Terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan besarnya pajak
menjadikan faktor penghambat berikutnya. Walaupun secara peraturan
perundang-undangan, kekeliruan tersebut dapat dilakukan perbaikan
melalui proses pembetulan atau proses keberatan oleh wajib pajak, namun
hal tersebut bagi sebagian masyarakat sulit untuk dilakukan, terlebih lagi
bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan kurangnya
sosialisasi mengenai prosedur pengurusan oleh pemda.

4. Tarif yang terlalu besar.
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu besar menyebabkan beban
pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat menjadi semakin besar,
apalagi jika besarnya tarif tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif dari
tahun-tahun sebelumnya. Para pakar berpendapat, bahwa tidak selamanya
kenaikan tarif pajak menyebabkan kenaikan penerimaan. Bisa saja yang
terjadi adalah wajib pajak akan melakukan berbagai upaya untuk menekan

beban pajaknya atau sebagian pelaku usaha harus gulung tikar dan berhenti
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usahanya karena beban pajak yang terlalu besar, jika terjadi demikian
maka dapat dipastikan bahwa jumlah objek pajak akan berkurang yang
akhirnya menyebabkan turunnya penerimaan.

. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya
merupakan pajak daerah yang relatif murah untuk sebagian masyarakat,
hanya jumlah objeknya yang relatif banyak dan tersebar diseluruh wilayah
daerah. Kondisi ini menyebabkan sulitnya dilakukan tindakan-tindakan
penagihan aktif apabila wajib pajak tertentu tidak membayar. Tentu saja
hal tersebut mungkin untuk dilakukan tetapi dengan konsekuensi biaya
untuk melakukan penagihan yang relatif lebih besar. Kondisi ini terjadi
juga pada pengenaan sanksi hukum kepada wajib pajak, sebagai contoh,
akankah dilakukan penagihan aktif sampai dengan surat paksa atau
penyitaan atas kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan .
perkotaan oleh seorang wajib pajak yang tidak juga membayar pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan-nya sebesar lima puluh ribu
rupiah?

Sanksi sosial kiranya lebih efektif untuk diberlakukan, dimana bukti bayar
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Menjadi prasyarat
yang harus dilampirkan dalam setiap urusan kepemerintahan dimulai dari

tingkat Kelurahan/Desa.
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c. Faktor Sarana dan Prasarana Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Faktor yang mendukung dalam optimalisési penerimaan pajak yaitu
sarana dan prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan
s‘arana dan prasara yang cukup dalam pemungutan pajak. Untuk itu sangat
penting memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan, agar petugas
pengawas pajak dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Secara umum sarana penunjang di Kabupaten Karimun dikemukakan
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun :
“Sarana dan prasarana yang ada dianggap kurang memadai. Karena dalam .
pengawasan petugas pengawas pajak menggunakan kendaraan pribadi dan
terkadang dalam operasionalnya menggunakan dana pribadi. Sehingga
motivasi untuk pengawas pajak tidak maksimal hal ini pula yang
mengakibatkan target pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tidak dapat optimal®. ‘
Dari penjelasan diatas menyimpulkan bahwa sarana pendukung
seperti kendaraan dan akomodasi operasional lainnya dalam melakukan
pengawas kurang memadai. Hal ini dapat saja berpengaruh terhadap
produktivitas petugas pajak. Jarak ke lokasi yang agak jauh tentu saja .
membutuhkan kendaraan operasional agar tidak datang terlambat ke lokasi
pengawasan., agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, utamanya
dalam hal ketepatan waktu petugas pengawasan pajak datang ke lokasi
maka sebaiknya sarana yang dibutuhkan tersedia dengan baik bagi
petugas.

Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan

memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pengawasan dan

kegiatan lain yang terkait.
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Dari faktor-faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di atas, dapat dilakukan
upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan.

Secara umum, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui dua
cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Cara intensifikasi
adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan
subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah ada
misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, peningkatan
pengawasan dan pelayanan serta melibatkan unsur-unsur pemerintahan
sampai tingkat Desa/Kelurahan atau RT/RW jika perlu.

b. Cara ekstensifikasi
adalah melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak baru melalui
pendataan dan pendaftaran baru. Bukan tidak mungkin bahwa
perkembangan wilayah menyebabkan perubahan kondisi objek pajak
sehingga terjadi peningkatan Nilai Jual Objek Pajak. Kondisi tersebut
harus ditangkap oleh petugas pajak dengan cara secara proaktif melakukan
pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar penerimaan dapat
bertambah.

Dikaitkan dengan teori perencanaan di atas, apabila pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan disuatu daerah termasuk dalam

kategori prima, maka kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pada
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tahun-tahun sebelumnya (teﬁnasuk saat pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan djkelola oleh KPP) dapat tetap digunakan dengan
mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap
penerimaan daerah. Jika termasuk penerimaan yang potensial, maka upaya
yang perlu dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan dari
objek-objek yang telah ada sehingga terjadi pertumbuhan penerimaan.
Untuk klasifikasi berkembang, upaya peningkatan yang dilakukan adalah
dengan menggali sumber-sumber baru dengan cara melakukan pendataan
baru atau dengan menyesuaikan NJOP yang sudah terlalu lama tidak
mengalami penyesuaian. Jika pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan dalam klasifikasi terbelakang, maka upaya peningkatannya
dilakukan dengan melakukan pendataan ulang, merestrukrisasi kebijakan
tarif dan penyesuaian kembali NJOP. Tentu saja hal-hal tersebut
disandingkan dengan kemampuan masyarékat untuk membayar pajaknya
. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam
Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat
diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam
penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai
hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian
tujuan diharapkan mampu berhasil guna dan berdayaguna. Untuk itu dalam
pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian dan efisiensi terlebih

dahulu.




42978.pdf
94

Untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah dari sektor
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah
memiliki dua alat utama (measures), yaitu penerapan kebijakan (policy
measures) dan langkah-langkah administratif (administrativemeasures).
Policy Measures mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan
ketentuan-ketentuan Pemerintah daerah yang menyangkut masalah pokok.

Alat (measures) lain yang perlu dilaksanakan langkah-langkah
administratif. Langkah ini berkaitan dengan kapasitas administratif
pemerintah daerah, terutama dibidang yang berkaitan dengan pendapatan
daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, sumber
daya manusia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada
beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karimun dalam melakukan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya. Kendala - kendala tersebut
adalah : |
a. Pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak

yang mana petugas harus mendatangi langsung Wajib Pajak untuk
mencatat data Obyek Pajak yang diperlukan dalam penghitungan,
penetapan dan pembebanan pajak yang terutang. Solusi yang diambil
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan melakukan
penyuluhan, lokakarya, seminar, dan lain-lain sehubungan dengan

pajak.
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b. Dalam penetapan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terdapat
masalah keberatan. Untuk mengatasi masalah seperti itu ialah dengan
pengurangan pembayaran atau penghitungan pajak dengan melalui
prosedur tertentu, seperti : melalui perangkat desa, melampirkan SPPT,
melampirkan foto kopi identitas diri.

c. Dalam penentuan obyek dan subyek ada hambatan pemilik tanah
jauh,subyek pajak berdomisili diluar daerah Kabupaten Karimun. Solusi
yang dapat dilakukan untuk meminimalisir seperti dengan lebih
mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat secara
langsung,menginformasikan lewat media massa kapan pengambilan
SPPT dapat dimulai dan batas pembayarannya. Secara teknis meskipun
sudah dinilai penghitungannya, namun tanpa keberadaan pemilik objek
pajak, hal tersebut akan menjadi masalah. Jalan yang diambil adalah
dengan menanti sang bemilik kembali dulu, baru kemudian di tegur
atau di tagih agar segera membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. Bila
setelah lewat waktu atau jatuh tempo dapat dicari keberadaannya lewat
kelurahan atau desa setempat baru di_kfrimkan surat teguran agar segera
melunasi pajaknya. Dengan adanya penyuluhan yang secara berkala dan
rutin dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami
pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan mengerti kegunaan
membayar pajak.

d. Dalam hal pembayaran masih ada wajib pajak yang belum membayar
atau melunasi pajak terutangnya. Solusi yang diambil dikasihnya surat

teguran kepada Wajib Pajak yang belum membayar pajak terutangnya.
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e. Ada tunggakan-tunggakan yang terjadi. Solusi yang sudah dilakukan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yaitu dengan
mengadakan penyuluhan, pemberian peringatan lewat media masa, agar

para penunggak mengetahui dan segera melunasinnya.

Dilihat dari berbagai kendala - kendala yang dihadapi oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun secara normatif dalam
pelaksanaan kegiatan penentuan dalam hal pendataan Obyek Pajak bersifat
umum yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan Sumber Daya
Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam pemahaman mendaftarkan,
menghitung dan melaporkan sendiri Obyek Pajak yang dikuasai, dimiliki
dan dimanfaatkannya masih belum memahami.

Kelemahan ini juga sangat berpengaruh pada pencapaian target
penerimaan pajak yang sudah ditentukan. Dalam penetapan penghitungan
Pajak Bumi dan Bangunan masalah keberatan secara teknis karena ada
faktor kenaikan ketetapan, sehingga Wajib Pajak merasa keberatan
terhadap jumlah besarnya pajak yang telah dicantumkan di SPPT terhadap
obyek pajaknya.

Dalam penentuan obyek dan éubyek karena berdomisili diluar
daerah secara teknis meskipun sudah dinilai penghitungannya, namun
tanpa keberadaan pemilik objek pajak, hal tersebut akan menjadi masalah.
Selain solusi yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Karimun, mungkin bisa juga dengan menanti sang pemilik kembali dulu,

baru kemudian di tegur atau di tagih agar segera membayar pajak Pajak
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Bumi Dan Bangunannya. Bila setelah lewat waktu atau jatuh tempo dapat
dicari keberadaannya lewat kelurahan atau desa setempat baru dikirimkan
surat teguran agar segera melunasi pajaknya.

Dengan adanya penyuluhan yang secara berkala dan rutin
dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya
membayar pajak secara tepat waktu dan mengerti kegunaan membayar
pajak.

Dalam hal pembayaran terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar
pajak terutangnya, masalah ini bersifat ekonomis karena dipengaruhi oleh
faktor ekonomi. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat dalam
membayar pajak masih tidak berdaya, sebagian Wajib Pajak lebih
memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti sekolah, kesehatan
dan sebagainya, dari pada membayar pajak. Kemudian percepatan dan
besarnya kenaikan pajak apabila dibandingkan dengan percepatan
kenaikan pendapatan, lebih cepat dan lebih besar kenaikan pajak.
Sedangkan masalah tunggakan ini dapat terjadi karena kurangnya
kesadaran Wajib Pajak dalam hal pentingnya dalam melaksanakan
kewajibannya membayar pajak atas pajak terutangnya. Dengan dibayarnya
tunggakan ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara. Oleh
karena itu kegiatan penagihan aktif sangat berperan dalam meningkatkan
penerimaan pajak.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengawasan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun. Penulis

mencoba merumuskan solusi-solusi dari beberapa kendala yang dihadapi
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i
;
selama ini sebagaimana dua alat utama (measures) yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Kafimun.

Solusi-solusi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun solusi-solusi
tersebut antara lain :

a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi;

b. Dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, hendaknya petugas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat menyesuaikan waktu yang
tepat kepada masyarakat dengan tidak mengganggu aktivitas
masyarakat;

c. Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hendaknya
memberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

d. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, apabila membayar setelah
jatuh tempo hendaknya petugas memberikan sanksi Jangsung kepada
masyarakat yang mengalami keterlambatan;

e. Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan
jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya, jangan sampai ada
objek pajak baru yang terlewatkan (tidak terdata) atau ada objek pajak

lama yang sudah tidak ada tetapi masih terdata yang menyebabkan data

menjadi tidak akurat.
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f. Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan kapasitas penerimaan
melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

h. Hendaknya diberikan reward bagi pembayar pajak yang membayar
paling cepat. Juga kepada para Petugas pengawas yang bekerja dengan
baik, guna memotivasi agar pencapaian target penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat optimal di realisasikan.

Dalam melaksanakan proses pengawasan, terdapat empat langkah
penting yang harus dijalankan. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada

gambar di bawah ini (Griffin, 2004: 167):

I“- """ oTmommeem—— T TT T TT T TS | e T
[} 1 L] 1
1 1 1] r
h 4 v Y Y
Menetapkan .| Mengukur .| Membandingka .| Menentukan
Standar "1 Kinerja " n Kinerja "] kebutuhan akan
dengan Standar tindakan koreksi
¥ h 4 ¥
Mempertahankan Mengoreksi Mengubah
status quo penyimpangan standar
Gambar 4.1

Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan

Masing-masing langkah ini akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Menetapkan Standar.
Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk

kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan
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harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus
konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan
pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran
kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek
yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada
rencana keseluruhan maupun rencanarencana bagian. Agar standar itu
diketahui secara benar oleh karyawan, maka standar tersebut harus
dikemukakan dan dijelaskan kepada karyawan sehingga karyawan akan
memahami tujuan yang sebenarnya ingin dicapai.
2. Mengukur Kinerja.

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian
besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja
harus valid. Kinerja karyawan. biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas
output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan
(actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan
dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan
rutin maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung
mengunjungi karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau
karyawan dipanggil untuk mgnyampaikan laporannya secara lisan. Kinerja
dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan
standar, Pada beberapa perusahaan, perbandingan dapat dilakukan dengan

mudah, misalnya dengan menetapkan standar penjualan produk mereka berada
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pada urutan pertama di pasar. Standar ini jelas dan relatif mudah dihitung
untuk menentukan apakah standar telah dicapai atau belum. Namun dalam
beberapa kasus perbandingan ini dapat dilakukan dengan lebih detail. Jika
kinerja lebih rendah dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan
ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.
4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada
keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan
kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan :
mempertahankan  status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi
penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai
tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang
menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya,
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BAB VY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, adalah
sebagai berikut;

1. Dari uraian hasil penelitian tentang pengawasan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun dapat ditarik
kesimpulan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun dalam peningkatan
pendapatan daerah belum optimal untuk mencapai target yang diharapkan.
Ini disebabkan karena kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan
pemungutan dan pengawasan yang masih sangat lemah. Hal ini dapat
dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang belum jelas. Selain itu
jumlah petugas pemungut pajak juga belum mencukupi. Dilihat dari segi
masyarakat ada juga kelemahan berupa kurangnya kesadaran para wajib
pajak untuk melakukan kewajibanya dalam membayar pajak. Hal ini
disebabkan kareana kurangnya penyuluhan tentang pentingnya membayar
pajak. Selain faktor tersebut kurangnya pengetahuan masyarakat mengenat
peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum
adanya pemberian reward dan penegakan sanksi yang tegas atas wajib
pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, sechingga partisapsi wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya berpengaruh terhadap realisasi target yang ingin dicapai.
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun yaitu a) Faktor Petugas
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Faktor
petugas sangat berpengaruh terhadap pengawasan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena tingginya peran petugas
pemungutan pajak akan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam
membéyar pajak bumi dan bangunan, demikian pula sebaliknya semakin
rendah peran petugas pemungutan pajak akan semakin rendah kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. b) Faktor Wajib
Pajak, besémya penerimaan atau tercapainya target penerimaan
dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh merasa tidak nyaman karena
diawasi tetapi yang patuh dan disiplin membayar pajak , bahkan wajib
pajak merasa senang karena selalu diingatkan dengan adanya kewajiban
untuk membayar pajak akhirnya wajib pajak menyadari akan pentingnya
membayar pajak untuk pembangunan daerah kedepannya, c) Faktor Sarana
dan Prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana
dan prasarana yang cukup dalam pemungutan pajak. Sarana dan prasarana
yang ada dianggap kurang memadai. Karena dalam pengawasan petugas
pengawas pajak menggunakan kendaraan pribadi dan terkadang dalam
operasionalnya menggunakan dana pribadi. Sehingga motivasi untuk
pengawas pajak tidak maksimal hal ini pula yang mengakibatkan target

pemungutan pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat optimal.




s

Dari faktor-faktor yang menghambat pencapaian target penerimaan pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di atas, dapat dilakukan
upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan antara lain Cara intensifikasi adalah melakukan
pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah ada dan Cara
ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk menjaring wajib pajak
baru melalui pendataan dan pendaftaran baru. Bukan tidak mungkin bahwa
perkembangan wilayah menyebabkan perubahan kondisi objek pajak
sehingga terjadi peningkatan Kondisi tersebut harus ditangkap oleh
petugas pengawas pajak dengan cara secara proaktif melakukan

pengawasan agar penerimaan dapat bertambah.

B. Saran

Dari hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini, maka

penulis menyarankan beberapa hal, yaitu: '

L.

Agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dapat dioptimalkan maka perlu adany_a penyempurnaan  proses
pemungutannya melalui : penyuluhan, perlunya kuantitas sarana dan
prasarana, peningkatan kualitas petugas pengawas.

Perlu adanya reward dan punishment yang jelas.

Perlunya penerapan kebijakan upaya optimalisasi pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Karimun.
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4. Peranan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah dalam penerimaan pajak di
Kabupaten Karimun perlu ditingkatkan dengan cara melakukan sosialisasi
dan pendataan serta pemberitahuan sanksi yang akan diterima wajib pajak
supaya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat
dan tidak ada lagi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab sehingga pengawasan dapat dilakukan secara

maksimal.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PERANAN PENGAWASAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARIMUN

Pertanyaan — Pertanyaan untuk Informan :
1. Bagaimana sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan daerah ?

Jawab ;

.............................................................................................

.............................................................................................

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan
di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.............................................................................................

.............................................................................................

3. Bagaimanakah pengaruh pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan di Kabupaten Karimun terhadap wajib pajak ?

Jawab :

...............................................................................................

...............................................................................................
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4. Bagaimanakah sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pengawasan
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.............................................................................................

5. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dalam mengoptimalkan Pajak
daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.............................................................................................

.............................................................................................

6. Apa saja yang menjadi Faktor penghambat dalam mengoptimalkan Penerimaan -
Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?
Jawab :

.............................................................................................

.............................................................................................

7. Apa saja yang menjadi kiat-kiat mengoptimalkan Penerimaan Pajak daerah di
Kabupaten Karimun ?
Jawab :

.............................................................................................
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8. Bagaimana Pelaksanaan Tupoksi pegawai dibidang yang menangani Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.............................................................................................

.............................................................................................

9. Bagaimanakah sistem pengorganisasian ditinjau dari aspek Kompleksitas atas
pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Karimun ?

Jawab :

.............................................................................................

.............................................................................................

10. Bagaimanakah cara pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Karimun dalam
mendorong masyarakat untuk wajib membayar pajak ?

Jawab :

.............................................................................................

.............................................................................................
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Informan 1
Nama : Drs. MUHD.FIRMANSY AH,M.Si
Instansi / Perusahaan : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Jabatan / unit Kerja  : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Tema Penelitian : Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah
dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan di Kabupaten Karimun.

A. Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah  dalam
MengoptimalkanPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Karimun,

1. Bagaimana sistem pengawasan dalam pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan daerah ?

Jawab :

“sistem pengawasan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang
dipakai adalah Official Assesment System atau menyerahkan /
mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya utang pajak
kepada Fiskus atau pemerintah yang berwenang melakukan pemungutan
pajak.

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pengelolaan pajak bumi dan

bangunan di Kabupaten Karimun ?
Jawab :
“Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun cukup

berjalan dengan baik, selain ditujukan pada aparat atau pegawai pengelola
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Pajak Bumi dan Bangunan juga ditujukan terhadap wajib pajak serta
bumi dan bangunan sebagai objek pajak dan dalam pelaksanaannya kami
berkoordinasi dengan Kecamatan atau pun kelurahan dan desa di Tanjung

Balai Karimun.

3. Bagaimanakah pengaruh pengawasan pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Karimun terhadap wajib pajak ?

Jawab :

“Sebagian besar wajib pajak yang tidak patuh merasa tidak nyaman
karena diawasi tetapi yang patuh dan disiplin membayar pajak , bahkan
wajib pajak merasa senang karena selalu diingatkan dengan adanya
kewajiban untuk membayar pajak akhirnya wajib pajak menyadari akan

pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah kedepannya.”

4. Bagaimanakah sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas
pengawasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di
Kabupaten Karimun ?

Jawab :
“Sarana dan prasarana yang ada dianggap sudah memadai, Namun dalam
pengawasan petugas pengawas dan pengelola pajak masih perlu ditambah

lagi seperti tenaga ahli yang membantu didalam bidang IT atau program

aplikasi dan dilapangan seperti petugas pungut daerah yang berada dilain
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Pulau yang terpisah dari Kabupaten supaya dalam penerimaannya bisa

Maksimal dan optimal.

5. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dalam mengoptimalkan Pajak
daerah di Kabupaten Karimun ?
Jawab :
“]. Salah satu faktor pendukung dalam setiap pencapaian tujuan organisasi
adalah Sumber daya manusia yang bagus, perangkat organisasi Khususnya
di Dispenda yang Profesional pasti akan mendukung misi peningkatan
| kualitas pelayanan. Sumber daya manusia juga menjadi Faktor
pendukung pelaksanaan kegiatan Sehari-hari.
2. Kerja Sama Antar bidang/antar Instansi
kerja sama Antar Bidang dalam Suatu dinas akan memudahkan dalam
pekerjaan , pelayanan kepada masyarakat yang menjadi koordinasi
sebagai dinas yang menghasilkan pendapatan asli daerah. Kerjasama
antar instansi diperlukan untuk mendukung pemungutan pajak daerah
agar tidak terjadi tumpang tindih antara dinas-dinas yang lain.
3. Hubungan Kemitraan
Upaya yang diterapkan melalui perjalinan kemitraan dengan masyarakat
juga menjadi faktor pendukung, Perjalinan kemitraan memang strategi

yang menarik karena masyarakat akan merasa diperhatikan sebagai wajib

pajak.
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6. Apa saja yang menjadi Faktor penghambat dalam mengoptimalkan
Penerimaan Pajak daerah di Kabupaten Karimun ?
Jawab :
" *]. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Kesadaran masyarakat Kabupaten Karimun masih rendah sehingga Jumlah
mempengarvhi jumlah pendapatan asli daerah .hal ini ditunjukkan oleh
usaha Dinas pendapatan daerah Kabupaten Karimun yang membuat tim
auditor dan tim Yustisi untuk menegosiasi masyarakat agar mau
membayar pajak. “mayarakat sadar yang pertama memang sangat penting
jika kesadaran membayar pajak itu tinggi karena bagaimanapun mereka
jug membayar pajak.”
2. Kondisi Ekonomi
Kondisi Ekonomi baik Nasional maupun Regional pasti mempengaruhi
kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah, Kondisi ekonomi

yang rendah akan menyulitkan masyarakat untuk sekedar membayar pajak

! hal ini dikemukakan “iya Kondisi masyarakat sangat berpengaruh terhadap
Pendapatan asli daerah. lancar tidaknya pembayaran pajak, terus
bagaimana mereka mengajukan perijinan.banyak faktor lain. PAD dan
; keadaan ekonomi dapat dilihat dari hasil laporan pencrimaan. Jadi kalau

PADnya tinggi berarti berarti keadaan ekonomi masyarakatnya tinggi

_kalau PADnya rendah berarti keadaan masyarakatnya juga rendah

3. Pungutan liar
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Faktor penghambat dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah
akibat adanya pungutan liar kesadaran dan kemapuan sudah ada.tetapi
harus membayar sejumlah uang kepada Pihak-Pihak tertentu menghambat

pendapatan asli daerah disektor pajak.

7. Apa saja yang menjadi kiat-kiat mengoptimalkan Penerimaan Pajak
daerah di Kabupaten Karimun ?

Jawab :
upaya yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak
kepada wajib pajak yaitu dengen Sosialisasi, Melalui media Cetak maupun
elektronik, Kemudian sistem jemput bola, Tim Audit, Memberikan reward
kepada Wajib pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajaknya, semua
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar

pajak.

8. Bapaimana Pelaksanaan Tupoksi pegawai dibidang yang menangani
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Karimun ?

Jawab :
“ Pada saat ini bidang / seksi yang menangani PBB belum Optimal dalam

melaksanakan Fungsinya, Sehingga diperlukan pembentukan atau

penambahan satu bidang lagi yang Khusus menangani PBB. Khusus
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menangani PBB didalam pengeloaan PBB didalam Struktur organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

9. Bagaimanakah sistem pengorganisasian ditinjau dari aspek Kompleksitas
atas pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Karimun ?
Jawab?
Pengelolaan PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas,Objek
pajak tidak berpindah-pindah (immobile) dan terdapat hubungan erat
antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut , Dengan
demikian Pengelolaan PBB-P2 Khususnya diKabupaten Karimun
diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
sekaligus memperbaiki Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) begitu juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan
masyarakat, Akuntabilitas,dan Transparansi dalam pengelolaan PBB-P2

di Kabupaten Karimun.

10. Bagaimanakah cara pengawasan yang dilakukan Dinas pendapatan
Daerah kabupaten Karimun dalam mendorong masyarakat untuk wajib
membayar pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ?

Jawab :
pengawasan yang dilakukan dengan cara yaitu wajib pajak yang akan

melakukan pembayaran pajak PBB nya terlebih dahulu petugas akan

mengecek berkas kelengkapan sesuai SOP, kalau dalam pelaporan Wajib
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